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AbstrakLembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa adanyaperlindungan hukum terhadap nasabah deposan, mustahil akan tetap bertahan sebagai nasabah pada banktertentu. Perlindungan hukum nasabah deposan merupakan aspek penting dalam kapasitasnya sebagai konsumenbank. Kehadiran OJK membawa perubahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan.Prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab produk, prinsip tanggung jawab profesional, prinsip ganti rugi,prinsip keterbukaan, dan prinsip penyelesaian sengketa perlindungan terhadap nasabah deposan. Pentingnyanasabah deposan dilindungi secara khusus karena fungsi bank sebagai lembaga perantara. Fungsi perlindungankonsumen yang dilakukan oleh OJK terhadap nasabah deposan dilakukan secara terintegrasi. Agar bank dapatmenerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen kepada para nasabahnya maupun kepada masyarakat padaumumnya. Agar bank memberikan pelayanan informasi terhadap nasabah deposan secara transparan danakuntabel sepanjang informasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip rahasia bank. Agar OJK benar-benarmelaksanakan fungsi perlindungan konsumen secara terintegrasi dan bertanggung jawab.
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Abstract

Banking institutions are institutions that are highly dependent on public trust. Without the legal protection of
depositors' customers, it is impossible to survive as a customer in a particular bank. Legal protection of depositors'
customers is an important aspect of their capacity as bank customers. The presence of OJK brings changes in providing
legal protection for depositors' customers. Prudential principles, principles of product responsibility, principles of
professional responsibility, compensation principles, principles of disclosure, and the principle of dispute resolution
protection against depositors' customers. The importance of depositors' customers is specifically protected because of
the bank's function as an intermediary institution. The consumer protection function performed by OJK against
depositors' customers is done in an integrated manner. In order for the bank to apply the principles of consumer
protection to its customers as well as to the public at large. In order for banks to provide information services to
depositors' customers in a transparent and accountable manner as long as such information is not inconsistent with
the bank's secret principle. In order for OJK to truly implement the functions of consumer protection in an integrated
and responsible manner.
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PENDAHULUANPemerintah menyediakan instrumenperlindungan konsumen di dalam UU No.21Tahun 2011 tentang Otoritas JasaKeuangan (UUOJK). Kehadiran OJK inimembawa reformasi baru terhadapregulasi perbankan terutama regulasitentang perlindungan konsumen.Perhatian khusus terhadap nasabahbank yang menyimpan dananya pada bank(nasabah deposan) seperti giro, depositoberjangka, sertifikat deposito, tabungan,dan lain-lain merupakan karakter duniaperbankan itu sendiri. (Sihombing, 2012:143). Sebagaimana diketahui bahwanasabah deposan termasuk sebagaikonsumen bank yang menempatikedudukan sebagai pihak yang lemahdibandingkan dengan pihak bank, yangberpotensi menimbulkan kerugian padanasabah deposan menyimpan dananya dibank. OJK sebagai lembaga pengawaslembaga-lembaga jasa keuanganmemberikan perhatian khusus baginasabah bank terutama nasabah deposan.Perlindungan itu misalnya memberikanedukasi dan perlindungan konsumen.(http://www.ojk.go.id/, diakses tanggal 3Mei 2013. Berita di Situs Resmi OJK).Penyediaan layanan pengaduan konsumensebagai upaya deteksi dini terhadappersoalan lembaga keuangan. Sosialisasiterus dilakukan untuk mengantisipasipraktek investasi bodong. Memastikan agarkonsumen dapat menggunakan fasilitaslayanan, jika terdapat keraguan terhadapsuatu produk investasi, maka dapatdisampaikan kepada OJK.(http://www.bisnis.com/perlindungan-konsumen-antisipasi-investasi-bodong-ojk-siapkan-call-center, diakses tanggal 5 Mei2013. (Berita di Bisnis.com dengan judul:

“Perlindungan Konsumen AntisipasiInvestasi Bodong, OJK Siapkan Call Center”)Secara normatif, regulasi tentangperlindungan konsumen dan masyarakatdiatur dari Pasal 28 s/d Pasal 31 UUOJK.(http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/03/25/mk863h-ojk-siapkan-peraturan-perlindungan-konsumen, diakses tanggal 4 Mei 2013.Berita di Republika.com, dengan judul: “OJKSiapkan Peraturan PerlindunganKonsumen”). OJK juga telahmenggabungkan aturan perlindungankonsumen dalam payung hukum baru yaituPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan.Peraturan perlindungan konsumen yangterpisah-pisah dinilai tidak evektif.Pengaturannya selama ini ada di PasarModal, di Perbankan, dan lain-lain sehinggaOJK menggabungkannya dalam satupayung hukum OJK.(http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/03/25/2/141276/OJK-Gabungkan-Aturan-Perlindungan-Konsumen, diakses tanggal 4 Mei 2013.Berita diutlis di Metrotvnews.com, denganjudul: “OJK Gabungkan AturanPerlindungan Konsumen”)Penggabungan peraturan tersebutmenyelaraskan antara Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK) dengan Peraturan OJKNomor 1/POJK.07/2013. BerdasarkanPasal 55 Peraturan OJK Nomor1/POJK.07/2013 ketentuan-ketentuanpelaksanaan lainnya yang mengaturperlindungan konsumen di sektor jasakeuangan masih tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan.Pemberlakuan peraturan inisekaligus mereformasi berbagai bentukperaturan perlindungan konsumen di
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bidang sektor jasa keuangan tanpamembatalkan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidangperbankan, Pasar Modal, Perasuransian,Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, danLembaga Jasa Keuangan Lainnya. PeraturanOJK ini mengatur lebih khusus dan lebihmenegaskan kewajiban pelaku usaha dalammelaksanakan perlindungan konsumen danmasyarakat.Pemeirntah mereformasipengawasan terhadap sistim perbankan.Reformasi ini patut disambut baik olehmasyarakat dan sekaligus memberikanperlindungan terhadap para nasabahdeposan. Sehingga selain BadanPerlindungan Sengketa Konsumen (BPSK),konsumen khususnya nasabah deposanjuga dilindungi oleh OJK.Ketentuan cakupan kewenanganuntuk melindungi konsumen OJK meliputikegiatan jasa keuangan di sektorperbankan, pasar modal, perasuransian,dana pensiun, lembaga pembiayaan, danlembaga jasa keuangan lainnya, membukalingkup perlindungan konsumen untuksemua sektor tersebut. Khusus dalampenelitian ini fokus kajiannya hanya padaperlindungan nasabah deposan dalamsistem perbankan.Mengingat luasnya cakupan ruanglingkup perlindungan OJK untuk sektor-sektor tersebut maka fungsi OJK sebagairegulator dalam menyelenggarakan sistimpengaturan dan pengawasan harusdilakukan secara terintegrasi terhadapkeseluruhan kegiatan dan harus tundukpada sistim pengaturan dan pengawasanOJK. (Nasution, 2013: 3-4).OJK harus mampu melakukan fungsimencegah tindakan-tindakan pelaku usahadi dalam sektor jasa keuangan yangberpotensi merugikan kepentingan-kepentingan, nasabah atau konsumen, dari

keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan. (Nasution, 2013: 3-4.) Di sinilahtugas Pemerintah harus mengarahkankegiatan ekonomi melalui kegiatanperbankan dalam mengantisipasikegagalan pasar. Pemerintahmengintervensi ekonomi, sekaligus harusmembuat hukum untuk mengarahkankegiatan ekonomi itu sendiri. (Nasution,2012: 7-8)Dengan demikian status independenOJK menempati posisi penting dalamkapasitasnya sebagai lembaga pengawasbebas dari campur tangan pihak lain,(Nasution, 2012: 5) termasuk independenpada sisi regulasi, pengawasan, institusi,dari sisi pembiayaan, dan penyidikan,(Bismar Nasution, 2012: 11–14) sertaindependen dalam memberikanperlindungan terhadap para konsumen.(Sigalingging, 2013: 38). IndependensiUUOJK harus dapat mengakomodasi(accomodation) berbagai kepentingan yangsaling bersaing. (Nasution, 2010: 7).Dari sisi regulasi, upaya perlindunganterhadap nasabah deposan cukupmendukung, namun masih adakekhawatiran bagi nasabah deposan untukmewujudkan perlindungan konsumen,misalnya masalah yang dihadapi industrikeuangan khususnya perbankan saat inibukanlah telah semakin menyatunyadengan industri keuangan lainnya, tetapilemahnya penerapan good corporate
governance, masalah ini tidak akan selesaidengan beralihnya kewenanganpengawasan. (Nasution, 2010: 11).Dalam konteks perlindunganterhadap nasabah deposan dilakukansehubungan dengan kedudukan nasabahmerupakan posisi yang tidak seimbangdengan lembaga yang bergerak di sektorjasa keuangan. (Sihombing, 2012: 136).Sementara posisi bank sebagai lembaga
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perantara yaitu menghimpun dana darimasyarakat yang kelebihan dana danmenyalurkannya kembali kepadamasyarakat melalui kredit-kreditperbankan. (Ismail, 2010: 8-11).Berarti posisi masyarakat khususnyanasabah deposan pada sektor perbankanmerupakan jiwanya perbankan itu sendiri.Suatu bank tidak akan dapat beroperasijika nasabahnya tidak ada, nasabah itusendiri adalah masyarakat, sedangkanfaktor penting bagi masyarakat adalahkepercayaan. Jika masyarakat tidak percayakepada bank untuk menyimpan dana-dananya di bank, maka bank itu sendiriakan likuid atau ditutup.OJK menyiapkan perangkat hukumyang memadai untuk pelayanan pengaduannasabah, membuat mekanisme pengaduannasabah yang dirugikan, dan bahkanmemfasilitasi penyelesaian pengaduannasabah yang dirugikan oleh pelaku usahasebagaimana yang diatur dalam Pasal 29UUOJK. Kemudian Pasal 30 UUOJK,berwenang melakukan pembelaan hukumterhadap konsumen misalnya mengajukangugatan.OJK dapat bertindak sebagai pihakyang turut dirugikan oleh pelaku usahadengan mengajukan gugatan untukmemperoleh kembali harta kekayaan miliknasabah yang dirugikan. Pengajuangugatan dimaksud untuk memperoleh gantirugi sebagai akibat dari pelanggaran atasperaturan perundang-undangan di sektorjasa keuangan. Bahkan OJK dapat pulamelakukan tindakan penyidikan adanyadugaan terkait dengan tindak pidana.Mengingat bank merupakan lembagajasa keuangan yang berperan pentingdalam pembangunan perekonomiannasaional, maka perlu diperhatikan secarakhusus perlindungan hukum terhadap paranasabah deposan.

PEMBAHASANTeori yang digunakan dalampenelitian ini adalah teori perlindunganhukum. Fitzgerald saat menjelaskan teoriperlindungan hukum yangdikembangkannya dari Salmond,menguraikan bahwa hukum bertujuanmengintegrasikan dan mengordinasikanberbagai kepentingan dalam masyarakat,dengan cara membatasinya, karena dalamsuatu lalu lintas kepentingan, perlindunganterhadap kepentingan pihak tertentu hanyadapat dilakukan dengan cara membatasikepentingan di lain pihak. (Fitzgeralddalam Muhammad Syaifuddin, 2009: 16)Menurut teori tersebut dalampelaksanaan perlindungan hukum harusada kepentingan pihak lain dibatasi untukmelaksanakan kepentingan di lain pihak.Philipus M. Hadjon, menjelaskanperlindungan hukum menghadirkankeharusan pada diri sejumlah subjekhukum untuk segera memperoleh sejumlahsumber daya, guna kelangsungan eksistensisubjek hukum yang dijamin dan dilindungioleh hukum, agar kekuatannya secaraterorganisasi dalam proses pengambilankeputusan politik maupun ekonomi,khususnya pada distribusi sumber daya,baik pada peringkat individu maupunstruktural. (Fitzgerald dalam MuhammadSyaifuddin, 2009: 16-17).Sejumlah sumber daya menyangkuthak-hak orang tertentu karena jasa-jasanyabaik jasa nasabah maupun jasa bank harusdiberikan kepada subjek hukum yangdilindungi di samping membatasi haksubjek hukum lain. Keputusanperlindungan hukum dapat dilakukanmelalui distribusi sumber daya individumaupun struktural.Pada prinsip masyarakat ataukonsumen khususnya nasabah deposanharus dilindungi dari ketidaksewenang-
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wenangan para pelaku usaha. Hadjonmengatakan, perlindungan hukumpreventif menghendaki pencegahansengketa lebih baik daripadamenyelesaikan sengketa. Beliau jugamengakui bahwa perlindungan hukumdalam hukum administratif di Indonesiabelum memadai dalam hal upaya preventif.(Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati,GH Addink, dan JBJM Ten Berge, 2011: 8-9). Satjipto Rahardjo berpandangan “Jikahukum tidak dibiarkan mengalir secaraasasnya, maka pihak-pihak yang posisinyalemah berpotensi tidak akan dilindungi”.(Rahardjo, 2008: 144). Kritik Satjipto inimelihat tenaga kerja sebagai pihak yanglemah dalam hukum perlindungan,cenderung tidak dilindungi hak-haknya.Demikian pula perlindungan terhadapkonsumen, karena konsumen sebagai pihakyang lemah bilamana posisinya sebagaipengguna jasa-jasa industri.Perlindungan konsumenmempersoalkan perlindungan hukum yangdiberikan kepada konsumen dalamusahanya untuk memperoleh barang danjasa dari kemungkinan timbulnya kerugiankarena penggunaannya, maka hukumperlindungan konsumen dapat dikatakansebagai hukum yang mengatur tentangpemberian perlindungan kepada konsumendalam rangka pemenuhan kebutuhannyasebagai konsumen. Dengan demikian,hukum perlindungan konsumen mengaturhak dan kewajiban konsumen, hak dankewajiban produsen, serta cara-caramempertahankan hak dan kewajiban itu.(Sidabalok, 2006:. 45).Teori hukum perlindungankonsumen mencakup keseluruhan asas-asas hukum yang mengatur dan melindungikonsumen dalam hubungannya denganpara penyedia barang dan jasa dan atau

jasa konsumen. (Nasution, 2000: 64).Dalam dunia perbankan untuk melindunginasabah deposan, maka hukumperlindungan konsumen harus mampudiientegrasikan dalam satu kesatuanpayung hukum.Teori perlindungan hukumkonsumen menghendaki segala upaya yangdilakukan untuk menjamin adanyakepastian pemenuhan hak-hak konsumensebagai wujud perlindungan kepadakonsumen. Hukum tidak membeda-bedakan setiap orang untuk dilindungi,setiap orang memiliki tenpat didalamhukum sejajar dengan golongan-golonganyang ada. Kendatipun pelaku usaha sebagaipihak kuat dan konsumen sebagai pihakyang lemah, namun hukum tidak melihatkondisi yang demikian. Prinsip inidipahami dalam prinsip “persamaan semuaorang di hadapan hukum”. (Tahardjo, 2009:12-13)Perundang-undangan di bidangperbankan memberikan perlindungankepada nasabah deposan dengan caramembatasi kepentingan pelaku industriperbankan berupa hak untuk memperolehkeuntungan komersil. (Syaifuddin, 2009:18). Pembatasan itu antara lain larangankesewenang-wenangan pengelolaperbankan terhadap hak-hak nasabah, danhak-hak nasabah juga dibatasi oleh hukumdalam menggunakan jasa-jasa perbankan.Pembatasan hak seseorang untukmemberikan hak di lain pihak dimaksudagar menjaga semua kepentingan dapatterakomodasi dan berinteraksi satu samalain dengan baik dan produktif. (Rahardjo,2008: 14). Satjipto menggunakan istilah“tembok” berarti pembatas untuk menjagaagar suatu golongan dalam masyarakattidak selalu dikalahkan oleh orang lain.(Tahardjo, 2009: 14).  Maksudnya yaitusuatu golongan pengusaha menindas
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golongan konsumen dengan sistim kapitalisadalah dilarang.Pentingnya dilakukan perlindungannasabah deposan karena posisi banksebagai pemegang amanah (trustee) harusberperilaku sebagaimana layaknyapemegang kepercayaan nasabah deposan.Teori yang melandasi ini dikenal dengan
fiduciary duty theory adalah suatu teoritentang penerapan kewajiban yang telahditetapkan dalam undang-undang bagiseseorang yang memanfaatkan orang lainberkenaan dengan kepentingan pribadiorang lain yang diurus oleh pribadi lainnyasifatnya hanya hubungan atasan danbawahan untuk sesaat. (Nasution, 2008: 4).Posisi trustee mempunyai kewajibanmelaksanakan amanah berdasarkan suatustandar kewajiban (standard of duty) yangpaling tinggi sesuai dengan tugas dankewenangan yang dinyatakan oleh hukum.Seseorang wakil (trustee) harus didasarkanpada kepercayaan dan kerahasiaan (trust
and confidence) yang meliputi ketelitian(scrupulous), itikad baik (good faith), danketerusterangan (candor). Hubungandalam fiduciary seperti pengurus ataupengelola, pengawas,  wakil  atau  wali,  danpelindung  (guardian), termasuk juga didalamnya seorang lawyer yang mempunyaihubungan fiduciary dengan client-nya.(Nasution, 2008: 5).Asas adalah suatu pemikiran yangdirumuskan secara luas dan mendasarkanadanya sesuatu norma hukum. (Marwandan Jimmy P., 2009: 57). Prinsip adalahasas kebenaran yang menjadi pokok dasarberfikir.( Marwan dan Jimmy P., 2009:514). Prinsip hukum bukanlah sebagaiaturan hukum kongkrit melainkanmerupakan pikiran dasar umum sifatnyaatau merupakan latar belakang dariperumusan aturan hukum kongkrit.(Mertokusumo, 2005: 34). Prinsip-prinsip

perlindungan konsumen yang dapatdigunakan untuk melindungi hak-haknasabah deposan antara lain: prinsipkehati-hatian, prinsip tanggung jawabproduk (product liablity), prinsip tanggungjawab profesional (professional liability),prinsip ganti rugi, prinsip keterbukaan, danprinsip penyelesaian sengketa.Agar dapat meminimalisasi berbagairisiko yang mungkin terjadi maka bankmenerapkan prinsip mengenal nasabah(Know Your Customers) yang pada saat inilebih dikenal dengan istilah Customers Due
Diligence (CDD) yaitu kegiatan berupaidentifikasi, verifikasi, dan pemantauanyang dilakukan bank untuk memastikanbahwa transaksi dilakukan sesuai denganprofil pengguna jasa bank. (Pasal 1 angka15 PBI Nomor: 12/ 20 /Pbi/2010 tentangPenerapan Program Anti Pencucian Uangdan Pencegahan Pendanaan TerorismeBagi Bank Perkreditan Rakyat dan BankPembiayaan Rakyat Syariah). Prinsiptersebut pada intinya implementasi dariprinsip kehati-hatian (prudential principle)atau prinsip prundential banking.Prinsip kehati-hatian sebagaiperlindungan secara tidak langsung olehpihak perbankan terhadap kepentingan-kepentingan nasabah deposan danterhadap kepentingan bank itu sendiri atasrisiko kerugian yang timbul dari suatutindakan atau timbul dari kebijaksaan dankegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.Penerapan prinsip kehati-hatianmerupakan suatu upaya pencegahan yangbersifat internal pada bank bersangkutan.(Ais, 2009: 146).Prinsip kehati-hatian merupakanprinsip terpenting yang wajib diterapkanoleh bank dalam menjalankan kegiatanusahanya sehubungan dengan bisnisperbankan merupakan bisnis kepercayaanyang penuh dengan risiko bisnis.
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Kepercayaan wajib dijaga oleh pihakpengelola (bank) agar nasabah deposantetap percaya dan semakin meningkatkankepercayaannya pada bank itu sendiri.(Sjahdeini, 2005: 2).Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2UU No.7 Tahun 1992 junto UU No.10 Tahun1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)bahwa “Perbankan Indonesia dalammelakukan usahanya berasaskandemokrasi ekonomi dengan menggunakanprinsip kehati-hatian”. Menurut ketentuanini, bank melaksanakan asas demokrasiekonomi melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sangat pentingdalam menjaga tingkat kepercayaan dankesehatan bank berpandangan positifterhadap bank itu sendiri.Patokan kehati-hatian (duty of the
duty care) yang diterapkan secara umumdalam praktek adalah standar kehati-hatianyang lazim dilakukan oleh orang biasa (the
kind of care that an ordinary prudent
person) dalam posisi dan kondisi yangsama. (Woon, 1998: 215). Jika patokankehati-hatian diabaikan dalammenjalankan pengurusan bank, makaDireksi Bank dianggap bersalah melanggarkewajiban melaksanakan pengurusandengan penuh tanggung jawab. Kelalaian(negligent) merupakan pelanggaranterhadap prinsip kehati-hatian. (Woon,1998: 217).Prinsip Tanggung Jawab Produkoada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK) mengenal prinsiptanggung jawab produk (product liability).Tanggung jawab produk merupakantanggung jawab produsen atas produk yangdiproduksinya, diedarkan, untuk diperjual-belikan di pasaran. Jika menimbulkankerugian kepada konsumen yang membeliproduk tersebut, maka tanggung jawab

produsen melekat pada produk tersebut.(Dedi, 2010: 218).Tanggung jawab produk pada intinyadiberlakukan untuk memberikan rasaaman bagi para konsumen danmenumbuhkan kesadaran produsententang bagaimana membuat produk(barang dan/atau jasa) menjadi lebih baikdan produsen bertanggung jawab penuhatas produknya. Prinsip tanggung jawabproduk di dalam UUPK bersifat tanggungjawab mutlak (strick liability).Tanggung jawab produk merupakansuatu tanggung jawab secara hukum dariorang atau badan yang menghasilkan suatuproduk (product manufacture) atau dariorang atau badan yang bergerak dari suatuproses untuk menghasilkan suatu produk(processor, assembler) atau dari orang ataubadan yang menjual atau mendistribusikan(seller, distributor) produk tersebut.(Saefullah, 1998: 5).Tanggung jawab produk merupakansuatu konsep hukum yang intinyadimaksudkan memberikan perlindungankepada konsumen yaitu dengan jalanmembebaskan konsumen dari beban untukmembuktikan bahwa kerugian konsumentimbul akibat kesalahan dalam prosesproduksi dan sekaligus melahirkantanggung jawab  produsen untukmemberikan ganti rugi. (Nurmardito, 1998:17). Prinsip Tanggung Jawab Profesionalpada UUPK juga menganut prinsiptanggung jawab profesional (profesional
liability). Prinsip tanggung jawabprofesional merupakan tanggung jawabhukum (legal liability) yang diberikankepada klien atau konsumen secaraprofesional. (Shidarta, 2000: 68). Prinsiptanggung jawab profesional ini ditujukanuntuk produk pelaku usaha berupa jasaprofesional, sedangkan tanggung jawab
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produk ditujukan untuk produk pelakuusaha berupa barang. (Zulham, 2013: 99).Setiap pelaku usaha harusbertanggung jawab atas produk atau jasayang diperdagangkan atau ditawarkankepada konsumen. Tanggung jawab produkdan/jasa timbul karena akibat dari produkcacat atau karena pelaku usaha kurangprofesional dalam memproduksi ataukarena tidak sesuai dengan perjanjianpenjaminan atau karena kesalahan yangdilakukan oleh pelaku usaha (wanprestasiatau perbuatan melawan hukum). (Sari danAdvendi S, 2008: 168).Pihak bank harus bertanggung jawabatas segala sesuatu masalah yang timbulantara nasabah dengan bank. Sebagaipenegasan dalam hal ini bahwa produsen(dalam konteks UU PerlindunganKonsumen) sama maksudnya denganpelaku usaha (dalam konteks UUPerbankan) yaitu sama-samaberkedudukan sebagai pihak yangbertanggung jawab terhadap pihak ketigaatau masyarakat.Pelaku usaha setiap orang atau badanhukum maupun bukan badan hukum yangikut serta dalam penyediaan barang danatau jasa ke tangan konsumen. (Sidabalok,2006: 45). Pelaku usaha sebagai pihak yangpaling bertanggung jawab terhadap akibat-akibat negatif yang menimbulkan kerugianbagi konsumen dari kegiatan usahaprodusen atau pelaku usaha. (Sumarni danJhon S, 1987: 23).Bentuk tanggung jawab tersebutdapat berupa pemberian ganti kerugianmelalui gugatan perdata atau dapat berupatanggung jawab secara pidana. (Sari danAdvendi S, 2008: 168). Tanggung jawabpelaku usaha harus memberikan ganti rugiatas kerusakan, kerugian konsumen atasproduk yang dihasilkan ataudiperdagangkan. Bank bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kerugian yangdiderita oleh nasabah deposan sebagaikonsumen bank.Prinsip tangggung jawab produk,prinsip tanggung jawab profesional, danprinsip tanggung jawab kontraktualtermasuk dalam lingkup tanggung jawabperdata yang berakibat hukum padakonsekuensi ganti kerugian dari bankkepada nasabah. (Dedi 2010: 218). Dalamhukum perikatan, prinsip ganti rugi terdiridari tiga hal yaitu biaya, rugi, dan bunga.Tidak selamanya ketiga hal ini selalu ada,tetapi ada kalanya hanya terdiri dari satuaspek saja, yang juga berlaku dalam halperbuatan melawan hukum. (Sidabalok,2010: 157).Kerugian yang diderita seseorangkarena perbuatan melawan hukumdibedakan antara kerugian ekonomi(economic loss) dan kerugian fisik (physical
harm). Kerugian ekonomi berupa hilangnyaatau berkurangnya sejumlah hartakekayaan sebagai akibat dari perbuatanmelawan hukum, kerugian fisik berupaberkurangnya kesehatan seseorang karenaperbuatan melawan hukum. Kerugianekonomi dapat dihitung secara matematissedangkan kerugian fisik sulit dihitungdinilai dengan uang, satu-satunya caraadalah dengan menaksir nilai harga darikerugian fisik tersebut. (Prodjodikoro,1990: 39).Berdasarkan prinsip ganti rugi,kerugian yang mana yang dapat digugatdalam hukum perdata atas perbuatanmelawan hukum atau wanprestasi, dalampraktik umumnya dianut teori adequate.Ajaran adequate dari Von Kriesmengatakan ukuran kerugian itu adalahjika suatu peristiwa itu secara langsungmenurut pengalaman manusia yang normalmenimbulkan akibat tertentu.(Badrulzaman, 1993: 29).
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Jika perjanjian itu dilaksanakansecara baik, maka suatu ganti kerugianharus menempatkan sejauh mungkinkreditur dalam kedudukan di mana iaseharusnya berada. (Dunne dan Gregor v.d.B, 1988: 82). Inilah prinsip ganti kerugianyang berlaku dalam hal perbuatanmelawan hukum dan wanprestasi.Kerugian itu benar-benar diderita olehnasabah atau konsumen sebagai akibat dariperbuatan melawan hukum atauwanprestasi. (Sidabalok, 2006: 45).  Harusada hubungan kausalaitas antara kesalahandan kerugian pada tuntutan ganti rugi.Prinsip keterbukaan (transparency
principle) merupakan prinsip pemberianinformasi yang benar dan tepat kepadanasabah deposan. Prinsip transparansidalam Pasal 2 huruf a Peraturan OJKNomor: 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan menghendaki keterbukaaninformasi baik dalam proses pengambilankeputusan maupun mengungkapkaninformasi tentang produk dan layanan jasaperusahaan.Dalam pelaksanaan prinsipketerbukaan pada bank, informasi harusdiungkapkan secara tepat waktu danakurat. Informasi yang diungkapkan ituantara lain informasi tentang layanan bankkepada nasabah. Prinsip keterbukaandilakukan para nasabah dan masyarakatyang belum menjadi nasabah mengetahuiarah, dampak atau akibat, sertakeuntungan dari jenis-jenis layanan jasabank yang ditawarkan kepada nasabah danmasyarakat.Perbincangan prinsip keterbukaansangat menarik, sebab isu yang seringmuncul adalah pertentangan dalammenjalankan prinsip keterbuaan ini.(http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/penger

tian-keterbukaan.html, diakses tanggal 16November 2013). Dalam mewujudkanprinsip transparansi, bank harusmenyediakan informasi yang cukup, akurat,dan tepat waktu kepada berbagai pihakyang berkepentingan atau masyarakatkhususnya kepada nasabah deposan.Asas kepastian hukum dalam hukumperlindungan konsumen menghendakipengaturan perlindungan konsumendilakukan dengan cara menciptakan sistemperlindungan konsumen yang mengandungunsur keterbukaan akses informasi, sertamenjamin kepastian hukum. (Syawali,2000: 7).Prinsip ini terdapat pada Pasal 3huruf a UUPK menentukan perlindungankonsumen untuk menciptakan sistemperlindungan konsumen yang mengandungunsur kepastian hukum dan keterbukaaninformasi serta akses untuk mendapatkaninformasi. Prinsip keterbukaan ini jugaterdapat di dalam Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik dan PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008.Sekalipun UU Perbankan menganutprinsip rahasia bank (Nasution, 2011: 48)dalam rangka meningkatkan fungsilembaga perbankan, ketentuan rahasiabank yang sangat tertutup menjadidilonggarkan pada hal-hal tertentu. Banksebagai lembaga kepercayaan masyarakat,maka tidak seluruh aspek yangditatausahakan bank harus dirahasiakan.(Penjelasan umum UU Perbankan).Dalam UU Perbankan terdapat hal-halyang dikecualikan yang merupakan suatupenerobosan terhadap konsep rahasiabank. Pengecualian rahasia bank misalnyaberlaku dalam hal atas permintaan,persetujuan atau kuasa dari nasabah
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penyimpan yang dibuat secara tertulis,bank wajib memberikan keteranganmengenai simpanan nasabah deposan padabank yang bersangkutan kepada pihakyang ditunjuk oleh nasabah deposan.(Kasmir, 2001: 97).Prinsip penyelesaian sengketa diaturdalam Pasal 2 huruf e Peraturan OJKNomor: 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan yang menentukan penangananpengaduan serta penyelesaian sengketakonsumen dilakukan secara sederhana,cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip inimerupakan lingkup hukum perdatasehingga hak nasabah deposan dalampenyelesaian sengketa yang diharapkanadalah ganti kerugian.Prinsip penyelesaian sengketamenurut Lawrence M. Friedman,dimaksudkan agar orang tidakmenyelesaikan perdebatan kepentingan diantara mereka dengan cara-cara yang tidaksah, atau main hakim sendiri dan aksikekerasan. (Friedman dalam Rahngena P,2003: 428). Penyelesaian sengketa yangmelekat pada sistem peradilan sangatbertele-tele, menimbulkan banyakkerugian, buang-buang waktu, biayanyasangat mahal, mempermasalahkan masalalu bukan merupakan penyelesaianmasalah masa depan dan dapatmelumpuhkan para pihak. (Sitepu, 2008:3). Pada prinsipnya penyelesaian sengketadapat dilakukan di dalam pengadilanmaupun di luar pengadilan. Alternatifpenyelesaian sengketa di luar pengadilanlebih efektif dibandingkan di dalampengadilan.Oleh sebab itu penyelesaian sengketaalternatif baik di luar pengadilan menjadipilihan yang menarik. Salah satu alternatifpenyelesaian sengketa misalnya mediasi,arbitrase, konsiliasi, dan negosiasi,

sedangkan yang termasuk di dalam sistemperadilan dikenal dengan ”Court Annexed
Mediation” atau lebih dikenal dengan”Court Annexed Dispute Resolution”.(Mahkamah Agung Republik Indonesia,2003: 13).Prinsip penyelesaian sengketa salahsatu pokok-pokok ketentuan yangditetapkan oleh Bank Indonesia di dalampenjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf f UUPerbankan. Mediasi perbankan diatur didalam PBI Nomor: 8/5/PBI/2006 tentangMediasi Perbankan. PBI ini menentukanmediasi penyelesaian sengketa melibatkanmediator untuk membantu para pihak yangbersengketa guna mencapai penyelesaiandalam bentuk kesepakatan sukarelaterhadap sebagian ataupun seluruhpermasalahan yang disengketakan.Mediator atau pihak luar bersifat netral,tidak berpihak, tidak bekerja bersamadengan salah satu pihak yang bersengketa,tetapi harus mampu mengakomodasi danmencari jalan terbaik untuk membantupara pihak yang bersengketa. (Nasution,2003: 1).Pasal 2 Peraturan OJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan jugamenganut prinsip transparansi, prinsipperlakuan yang adil, prinsip keandalan,prinsip kerahasiaan dan keamanandata/informasi konsumen. Tranparansiatas hak-hak nasabah deposan yangdirugikan diperlakuan secara adil antarapelaku usaha dan konsumen yangdirugikan. Prinsip keandalan menekankanlayanan perlindungan konsumen danmasyarakat yang disediakan oleh OJK dapatdiandalkan dan bukan hanya sebagai halyang abstrak tetapi dapat diwujudkandengan kenyataan.OJK adalah sebuah badan ataulembaga pengawas dan regulator di bidang
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jasa keuangan yang bersifat independen,kedudukannya bersifat mandiri, berada diluar Pemerintah, atau di luar campurtangan pihak manapun. (Mahendra, 2010:40). Lembaga ini berperan penting dalammemberikan perlindungan kepada hak-haknasabah deposan pada bank.Perlindungan konsumen secaraumum telah diatur di dalam UUPK danperundang-undangan lainnya. Tetapi rezimOJK membawa perubahan dengan dimenasibaru yaitu memberikan perlindunganterhadap konsumen LJK. Dikatakanperlindungan ini sebagai perlindungankhusus karena UUOJK hanya memberikanperlindungan khusus kepada konsumenLJK. Selain daripada konsumen LJKperlindungan ini tidak berlaku.Ada 4 (empat) aspek yang menjadisorotan pentingnya, mengapa penting hak-haka nasabah deposan dilindungi secarakhusus oleh OJK. Pertama untuk menjagamenjaga kepercayaan nasabah deposanterhadap bank. Kedua untuk menjagastabilitas perbankan nasional. Ketigamengingat peraturan yang ada belumoptimal melindungi nasabah deposan.Keempat untuk meningkatkan kinerjaperbankan.Alasan untuk menjaga kepercayaannasabah deposan terhadap bank, karemakegiatan bisnis perbankan merupakanbisnis kepercayaan. Sehingga kepercayaannasabah deposan wajib dijaga oleh pihakpihak bank agar tetap percaya dan semakinmengingkatkan kepercayaannya pada bank.Bank merupakan suatu lembaga yangsangat tergantung pada kepercayaan darimasyarakat. (Hermansyah 2009: 144).Sehingga perlindungan hukum baginasabah deposan terhadap kemungkinanterjadinya kerugian sangat diperlukan.Untuk dapat menjaga kepercayaanmasyarakat dan nasabah deposan terhadap

perbankan, maka perlindungan hukummutlak diperlukan. (Hermansyah, 2011:145). Dalam mencapai tujuan perlindungantersebut menurut Sutan Remy Sjahdeini,harus ditingkatkan beberapa faktor yangsangat mempengaruhi tingkat kepercayaanmasyarakat terhadap bank denganmeningkatkan: integritas pengurus,pengetahuan dan kemampuan pengurusbaik berupa pengetahuan kemampuanmanajerial maupun pengetahuan dankemampuan teknis perbankan, kesehatanbank yang bersangkutan, dan kepatuhanbank terhadap kewajiban rahasia bank.(Sjahdeini, 2005: 2).Jika asas-asas merupakan nafas(jiwa) hukum (Budiono, 2006: 65), makadapat dianalogikan bahwa kepercayaanmerupakan nafas atau jiwa dari perbankan.Artinya bank di seluruh Indonesia tidakakan dapat melakukan kegiatan usahanyajika tidak mampu membentuk kepercayaannasabah agar tetap percaya pada bank.Pentingnya nasabah deposandilindungi, Pemerintah telah membentukLPS yang pada prinsipnya untukmelindungi simpanan nasabah deposan jikasuatu saat bank dilikuidasi. (Sentosa, 2008:66). Tujuan LPS agar kepercayaanmasyarakat terhadap industri perbankansemakin meningkat. (Sitompul,  2007: 194).Setiap bank wajib menjamin danamasyarakat yang disimpan pada bank yangbersangkutan. Untuk menjaminpenyimpanan dana-dana dari nasabahdeposan adalah suatu kewajiban bank. Jikabank tempat nasabah deposan menyimpandana mengalami kegagalan, maka dananasabah deposan dikembalikan oleh LPS.Sebagai lembaga yang yang menjaminkepentingan nasabah deposan dalamkondisi bank gagal atau dilikuidasi,pembentukan LPS diharapkan semakin
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meningkatkan kepercayaan nasabahdeposan.Pentingnya dilakukan perlindungannasabah deposan juga sehubungan denganposisi bank sebagai pemegang amanah(trustee) harus berperilaku sebagaimanalayaknya pemegang kepercayaan nasabah.Teori yang melandasi ini adalah fiduciary
duty theory suatu teori kewajiban yangtelah ditetapkan dalam undang-undangbagi seseorang yang memanfaatkan oranglain berkenaan dengan kepentingan pribadiorang lain yang diurus oleh pribadi lainnyayang sifatnya hanya untuk sesaat.Pihak bank (trustee) atau orang  yangmemegang  kepercayaan di bank secaranatural  memiliki  potensi  untukmenyalahgunakan wewenangnya.Hubungan pemegang kepercayaan tersebutharus didasarkan  kepada standar perilakuyang  tinggi. Seseorang yang memiliki tugaskepercayaan manakala seseorang itumemiliki kapasitas. Bisnis yangditransaksikannya atau uang/dana yangdikelolanya bukan miliknya atau bukanuntuk kepentingannya, melainkan milikdan untuk kepentingan orang banyak danorang banyak tersebut memilikikepercayaan yang besar (great trust)kepadanya. (Fuady, 2010: 31 dan 32).Hubungan antara orang yangdipercaya dengan orang yang mempercayaidalam mengelola segala sesuatu yangberhubungan dengan bisnis terjalin dalamsuatu hubungan fiducia. (Fuady, 2010: 33).Kepercayaan menghendaki kepedulian(care), loyal (loyality), itikad baik (good
faith), kejujuran (honesty), keterampilan(skill) dalam derajat atau standar yangtinggi. (Fuady, 2010: 34).Penekanan fiduciary duty theory inidimaksudkan untuk menghindariterjadinya ketidakpercayaan nasabahdeposan dan masyarakat terhadap bank,

maka perlindungan hukum bagi nasabahdeposan terhadap kemungkinan terjadinyakerugian, mutlak diperlukan.BI telah mengeluarkan PBI Nomor7/7/PBI/2005 tentang PenyelesaianPengaduan Nasabah yang mengatur bahwabank tidak diperkenankan menolak setiappengaduan yang diajukan secara lisanmaupun tertulis. Upaya ini salah satu untukmeningkatkan kepercayaan nasabahkepada bank.Menurut Muliaman D. Hadad,mengatakan penyelesaian pengaduannasabah dimaksudkan untuk memastikanbahwa bank telah melaksanakan ketentuanpenyelesaian pengaduan nasabah, padasetiap triwulan bank diwajibkanmenyampaikan laporan kepada BImengenai kasus-kasus pengaduan yangsedang dan telah diselesaikan oleh bank.(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D290182-176A-4B66-9B9F-1F4E14AE5686/7947/, diakses tanggal 7November 2013).Penerbitan PBI Nomor 7/7/PBI/2005tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabahini memiliki tujuan utama yaitu untukmemelihara dan meningkatkankepercayaan masyarakat pada lembagaperbankan dan untuk menurunkanpublikasi negatif terhadap bank yang dapatmempengaruhi reputasi bank tersebut.(Hadad, 2006: 7-8). Sedapat mungkin bankharus mencegah timbulnya kerugiannasabah deposan, oleh karena sudahmenjadi kewajiban bank itu sendiri harusmenjaga kesehatannya dan memeliharakepercayaan masyarakat padanya.Pentingnya nasabah deposandilindungi secara khusus oleh OJK adalahuntuk menjaga stabilitas perbankannasional. Peranan sistim keuangan suatunegara memacu terwujudnya suatu sistimkeuangan yang sehat dan stabil. Sehingga
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tidak berlebihan bila dikatakankesinambungan pelaksanaanpembangunan nasional Indonesiamemerlukan penyelesaian kebijakanmoneter dengan tujuan yangdititikberatkan pada upaya mencapai danmemelihara stabilitas nilai rupiah yangditopang oleh tiga pilar yaitu: (1) kebijakanmoneter dengan prinsip kehati-hatian; (2)sistim pembayaran yang cepat, tepat, danaman; serta (3) sistim perbankan dankeuangan yang sehat dan efisien.Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian salah satu faktor penyebabmunculnya masalah perbankan nasional diIndonesia. (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:30). Untuk mewujudkan sistim perbankandan keuangan yang sehat dan efisien, tentubukanlah suatu pekerjaan yang mudahuntuk diwujudkan karena banyak halpersyaratan yang harus dipenuhi.Persyaratan itu misalnya menciptakanlembaga keuangan yang sehat, pasarkeuangan yang stabil, dan lembagapengatur dan pengawas yang kompeten.(Hermansyah, 2011: 4).Pentingnya untuk menjaga stabilitasperbankan nasional yang sehat memilikibeberapa alasan sebagai berikut:(Hermansyah 2011: 5). 1) Keunikankarakteristik perbankan yang rentanterhadap penarikan dana-dana  masyarakatsecara besra-besaran (bank runs) sehinggaberpotensi merugikan nasabah deposanmaupun nasabah kreditor. 2) Penyebarankerugian di antara bank-bank sangat cepatsehingga berpotensi menimbulkan efekterhadap sistim perbankan akanbermasalah. 3) Proses penyelesaian bank-bank bermasalah membutuhkan danadengan jumlah yang tidak sedikit. 4)Hilangnya kepercayaan nasabah danmasyarakat terhadap perbankan sebagailembaga intermediasi akan menimbulkan

tekanan-tekanan dalam sektor keuangan(financial distres). 5) Ketidakstabilan sektorkeuangan akan berdampak pada kondisimakroekonomi khususnya dikaitkandengan tidak efektifnya transmisi kebijakanmoneter.Peran penting perbankan dalamsistim keuangan dituntut untuk senantiasaselalu stabil, sehat, transparan, dan dikeloladengan baik. Kondisi perbankan yang sehatdapat membentuk dan membangunkeyakinan masyarakat, nasabah deposan,dan para pelaku pasar untuk bertransaksisecara aktif, mendorong terbentuknyatingkat kepercayaan nasabah deposan danmasyarakat berdasarkan informasi-informasi yang tersedia (full disclosure)pada hal-hal tertentu berkaitan denganhak-hak nasabah deposan.Misalnya dalam hal terjadiketidakstabilan sistem perbankanberdampak pada aktivitas ekonomi.(Hermansyah, 2011: 5). Jika sistemperbankan bergejolak akan berpotensimenimbulkan dampak negatif antara lain:mempengaruhi stabilitas lembaga-lembagajasa keuangan lainnya; dapat menyulitkanotoritas dalam memformulasikan kebijakanmakroekonomi sehingga harga pasar akanmempengaruhi instrumen moneter yangdigunakan dalam rangka transmisikebijakan moneter ke sektor riil, misalnyasuku bunga pasar. Dapat menimbulkanbeban jika otoritas dituntut untukmengambil tindakan pemulihan stabilitas.Otoritas juga dituntut untuk menjagasistem perbankan yang sehat dan stabil.Lembaga pengatur dan pengawas yangkompeten sebagai penyangga melakukantugas, fungsi, dan wewenangnya mengaturdan mengawasi sektor jasa keuangankhususnya perbankan, harusmemformulasikan dan menerapkankebijakan yang: konsisten, integrated,
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forward looking, dan cost effective; dapatmempertahankan tingkat kompetisi yangsehat; dan dapat mendukung inovasi pasarsistem keuangan. (Hermansyah, 2011: 6).Kondisi sistem perbankan yang tidakstabil, dapat berdampak padaketidakstabiltas sektor jasa keuangansehingga mengakibatkan terganggunyaaktivitas mobilisasi dana yang sangatdiperlukan di sektor riil. Denganterhambatnya aliran dana tersebut, sektorriil akan membatasi bahkan menghentikanaktivitas perekonomian. Kestabilan sektorkeuangan pada perbankan sangatdiperlukan dalam menunjang prosestransmisi kebijakan moneter.Dari segi substansi hukum positifyang ada pada masa terjadinya pencabutanizin terhadap 16 bank di tahun 1997kewenangan kelembagaan BI danDepartemen Keuangan pada masa itubelum sepenuhnya secara optimal dapatmelindungi kepentingan nasabah.(Sudaryatmo, 1999: 21).Peraturan perundang-undangan yangada tersebut antara lain: KUH Pidana,UUPK, UULPS, UU Perbankan. PeraturanBank Indonesia antara lain: Peraturan BankIndonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005tanggal 20 Januari 2005 tentangTransparansi Informasi Produk Bank danPenggunaan Data Pribadi Nasabah, PBINomor: 7/7/PBI/2005 tentangPenyelesaian Pengaduan Nasabahsebagaimana telah diubah dengan PBINomor: 10/10/PBI/2008, PBI Nomor:8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankansebagaimana telah diubah dengan PBINomor 10/1/PBI/2008, POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan.UUPK bukan satu-satunya yangmengatur perlindungan konsumen diIndonesia. Sebelumnya telah ada peraturan

perundang-undangan yang materinyamelindungi kepentingan konsumen antaralain: Pasal 202-205 KUH Pidana, OrdonansiBahan-Bahan Berbahaya (1949), UUPerbankan, dan sebagainya. Lahirnya UUPKmenjadi payung hukum (umbrella act) dibidang konsumen dengan tidak menutupkemungkinan terbentuknya peraturanperundang-undangan lain yang materinyamemberikan perlindungan hukumterhadap konsumen.(http://legalbanking.blogspot.com/2010/06/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-sebagai.html, diakses tanggal 19 November2013. ).Tetapi bila ditelaah ketentuan UUPKbelum optimal memberikan perlindungansecara khusus kepada nasabah deposan,sebab UUPK masih secara umummemberikan perlindungan hukumterhadap konsumen pada umumnya.Oleh karena menganggap pentingnyadilakukan perlindungan konsumenkhususnya bagi nasabah deposan makadikeluarkan lah POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan dan patutdisambut baik oleh masyarakat. Sebabdalam Peraturan OJK ini bukan hanyamengatur perlindungan konsumen sajatetapi juga mengatur perlindunganterhadap masyarakat secara umum sebagaiupaya antisipatif bagi masyarakat yangbelum menjadi nasabah pada banktertentu.Peraturan OJK Nomor:1/POJK.07/2013 ini antara lain mengaturmengenai pemberian informasi yangakurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkankepada konsumen, wajib menyampaikaninformasi terkini, wajib menggunakanbahasa yang sederhana dan mudahdimengerti konsumen, memberikanpemahaman bagi konsumen, pelaku usaha
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wajib menyelenggarakan edukasi bagikonsumen, wajib mencantumkan identitaspelaku usaha pada setiap penawaran ataupromosi produk dan/atau layanan.Peraturan perundang-undangan dibidang perbankan tidak begitu banyakmemberikan dukungan terhadapperlindungan bagi nasabah deposan.Misalnya UULPS dan UU Perbankan tidaksecara terperinci memberikanperlindungan hukum terhadap nasabahdeposan. UULPS hanya khusus memberikanperlindungan terhadap simpanan nasabahpenyimpan.Argumentasi selanjutnya adalahuntuk meningkatkan kinerja perbankan.Kinerja perbankan meliputi semua sistemyang berkaitan dengan perbankan,sehingga dapat memelihara kepercayaanmasyarakat pada bank dan tidak terjadi
bank runs. Secara kinerja perbankan dapatterpelihara dengan baik, tetap sehat danstabil sehingga kinerja perbankan secaraumum pun dapat terjaga tetap sehat.Posisi nasabah deposan, menempatiposisi sentral dalam perbankan. Tanpaadanya simpanan nasabah deposan,nisacaya bank tersebut tidak memperolehdana untuk disalurkan kepada nasabahkreditor. Seharusnya nasabah deposanpantas untuk memperoleh perhatiankhusus dibanding nasabah-nasabah lainnyadalam kapasitasnya sebagai penyimpandana. Dengan adanya dana-dana yangtersimpan pada bank, tidak akan berartijika tidak disalurkan kepada nasabahkreditor, jika dana-dana tersebutdisalurkan kepada para nasabah peminjammaka kinerja perbankan dapat tetapdipertahankan sebagai lembaga perantaratanpa mengabaikan aspek pentingterhadap perlindungan nasabah deposan.

Sebagaimana diketahui bahwasumber dana-dana di bank berasal dari:bank itu sendiri, dari nasabah dan ataumasyarakat, dana yang bersumber dari BI,dan dana-dana yang bersumber darilembaga-lembaga jasa keuangan banklainnya dan bukan bank.Dana yang bersumber dari bank itusendiri merupakan dana berupa modalawal, sedangkan dana yang bersumber darinasabah dan atau masyarakat adalah dana-dana nasabah deposan yang telah disimpandi bank berupa: simpanan giro, deposito,sertifikat deposito, dan tabunganmasyarakat. Dana yang bersumber dari BIdapat berupa Kredit Likuditas BankIndonesia (KLBI), Bantuan Likuiditas BankIndonesia (BLBI), dari kredit-kreditkonvensional maupun syariah baik jangkapendek maupun jangka panjang. Dana yangbersumber dari lembaga jasa keuanganbank dan bukan bank dapat diperolehmelalui pinjaman, call modey, dan danaberasal dari pinjaman luar negeri.(Hermansyah, 2011: 45-55).Sehingga dengan demikian tampaklahbahwa dana-dana yang bersumber darinasabah deposan dapat digunakan olehbank untuk meningkatkan kinerjaperbankan. Jika jumlah nasabah deposanmenunjukkan jumlah yang lumayanbanyak, maka sangat mendukungpeningkatan usaha suatu bank. Pentingnyadiberikan perlindungan hukum terhadapnasabah deposan sehubungan dengantujuan dibentuknya OJK dalam Pasal 4UUOJK agar dapat mendukung kepentingansektor jasa keuangan nasional sehinggamampu meningkatkan daya saing nasional.Kegiatan di sektor jasa keuangan,harus dilaksanakan secara terintegrasi.Terintegrasi yaitu semua lembagakeuangan diawasi oleh lembagapengawasan yang tunggal dengan cakupan
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pengawasan yang luas baik untuk aspekmikroprudensial, makroprudensial danpraktek bisnisnya. Konsep ini diterapkan diInggris, Australia dan Belanda. Masing-masing lembaga harus twin peak yaitusistem pengawasan berbasis pada tujuandimana ada pemisahan antara fungsisupervisi safety dan soundness di satu sisidengan fungsi pada praktek bisnis.(Mongid, 2010: 34).Setiap institusi dapat saling bertukarinformasi dan mengakses informasiperbankan yang dibutuhkan setiap saat.Informasi tersebut meliputi informasiumum dan khusus tentang bank, laporankeuangan bank, laporan hasil pemeriksaanbank, dan informasi lain dengan tetapmenjaga dan mempertimbangkankerahasiaan informasi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.(Penjelasan Pasal 43 UUOJK).Terintegrasi dalam kaitannya denganupaya perlindungan konsumen di sektorjasa keuangan, berdasarkan PeraturanDewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan(PDK-OJK) Nomor 1/PDK.07/2013menentukan sistem dan mekanismepelayanan konsumen dilakukan secaraterintegrasi di antara sektor jasa keuangan(financial customer care system). (Pasal 1angka 2 Peraturan Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan (PDK-OJK) Nomor1/PDK.07/2013 tentang Sistem DanMekanisme Pelayanan KonsumenTerintegrasi Sektor Jasa Keuangan.Mekanisme ini meliputi: proses utama,proses manajemen, dan prosespendukung). Prinsip dasarnya terdiri dari:sistem customer care; sistem layananinformasi, edukasi dan pengaduan; dansistem informasi manajemen pengetahuan(knowledge management).Fungsi pelayanan pengaduankonsumen meliputi: menyiapkan perangkat

yang memadai untuk pelayanan pengaduankonsumen yang dirugikan oleh pelaku diLJK, membuat mekanisme pengaduankonsumen yang dirugikan oleh pelaku diLJK dan memfasilitasi penyelesaianpengaduan konsumen yang dirugikan.Fungsi bank dalam memberikanpelayanan pengaduan nasabah deposandapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal11 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013,menentukan kewajiban kepada bank untukmenyampaikan dokumen yang berisi syaratdan ketentuan produk dan/atau layanankepada nasabah sebelum konsumenmenandatangani dokumen dan/atauperjanjian produk dan/atau layanan. Syaratdan ketentuan produk dan/atau layanansekurang-kurangnya memuat: rincianbiaya, manfaat, dan risiko; dan prosedurpelayanan dan penyelesaian pengaduan dipelaku usaha jasa keuangan.Pelaporan penanganan pengaduanserta penyelesaian sengketa konsumenharus disampaikan kepada OJK dalam tigabulan sekali secara cepat. Fungsiperlindungan ini ditangani oleh unit kerjayang berfungsi untuk menangani danmenyelesaikan pengaduan yang diajukannasabah. Pihak bank wajib menunjuk 1(satu) orang pegawai di setiap kantor bank(cabang) untuk menangani penyelesaianpengaduan nasabah.Nasabah deposan dapat melakukanpenyelesaian sengketa di luar pengadilanatau melalui pengadilan. Penyelesaiansengketa di luar pengadilan dilakukanmelalui lembaga alternatif penyelesaiansengketa. Dalam hal penyelesaian sengketatidak dilakukan melalui lembaga alternatifpenyelesaian sengketa, nasabah deposandapat menyampaikan permohonan kepadaOJK untuk memfasilitasi penyelesaianpengaduannya yang dirugikan oleh pihakbank.
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Secara garis besar perlindunganhukum terhadap nasabah penyimpan(nasabah deposan) dapat dilakukan dengandua cara yaitu dengan sistim perlindungantidak langsung dan secara langsung.Perlindungan secara tidak langsungdilakukan dalam bentuk pengaturan danpengawasan terhadap aktivitas perbankan.(Sitompul, 2002: 142).Perlindungan tidak langsungmenciptakan ketidak-pastian bagaimanatentang nasib nasabah deposan hanyabergantung pada kebijakan dankemampuan Pemerintah dalam mengaksesdana masyarakat. Sedangkan perlindungansecara langsung misalnya LPS banyakmenghasilkan manfaat. LPS memberikanpenjaminan dalam bentuk skim danabersama (pooling fund) yang dikeluarkanLPS dengan tujuan menjaga sistimperbankan yang sehat dan meningkatkankepercayaan masyarakat. (Sitompul, 2002:142). Perlindungan langsung denganjaminan terbatas yang lazim digunakanadalah skim asuransi simpanan, baik skimyang dikelola Pemerintah sebagaimanatelah dipraktikkan di Amerika Serikatmaupun yang telah dikelola swastasebagaimana di Jerman. Perlindunganlangsung secara penuh umumnyadilakukan pada masa krisis sebagaimanapraktik yang telah terjadi di Asia yangtertimpa krisis termasuk di Indonesia padatahun 1997. (Sitompul, 2002: 142).Perlindungan nasabah di AmerikaSerikat dipraktikkan dengan menggunakanperlindungan langsung melalui skimasuransi simpanan yang diselenggarakanoleh Federal Deposit Insurance Corporation(FDIC), suatu lembaga yang akanmengganti dana nasabah pada bank yangdilikuidasi. Memberikan jaminan kepadanasabah deposan melalui FDIC untuk

mencegah terjadinya bank panic sehinggadapat menghentikan efek domino yangpada tahun 1997 melanda insutriperbankan di Amerika Serikat. (Sitompul,2002: 142).Thailand juga menggunakanperlindungan secara langsung. Tetapiperlindungan nasabah deposan modelThailand pada awalnya melakukan langkahyang berbeda dengan Amerika Serikatyakni dengan memberikan ketentuankepada bank bermasalah melalui dana yangdikumpulkan perbankan (pooling fund).Memberikan likuditas pada bank padatahun 1983 terhadap bank-bankbermasalah melalui pendirian liquidity
fund. Tetapi pada tahun 1984  lembagaperbankan Thailand kehilangankepercayaan masyarakat sehinggadidirikan The Financial Institutions
Development Fund (FIDF) untukmengembalikan dana nasabah jika bankdilikuidasi. (Sitompul, 2002: 142).Perlindungan nasabah deposanmodel Jerman, Bundesbank Jerman dilarangoleh undang-undang menggunakan fungsi
the lander of the last resort. Asuransisimpanan bagi bank swasta didirikan oleh
German Bank Assosiation untukmembentuk kelompok saving bank yangdapat digunakan dalam rangka mengatasibank anggota ketika bank tersebutmengalami kesulitan pendanaan.(Sitompul: 2002: 142).Sementara fungsi perlindungan LPSdi Indonesia pada prinsipnya sebagaiwujud perlindungan secara langsungterhadap nasabah deposan dansimpanannya di bank ketika bank tersebutmengalami kesulitan likuiditas samadengan negara Amerika Serikat, Thailand,dan Jerman walaupun sedikit berbeda.Hukum perlindungan nasabah di Indonesiamemberikan tempat bagi nasabah untuk
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dilindungi dengan cara: perlindungansecara langsung dan tidak langsung.(Sutedi, 2008: 138).Fungsi perlindungan dalam UUOJKmengatur hanya 4 (empat) pasal yangtentang perlindungan konsumen yaitu padaBab VI tentang “Perlindungan Konsumendan Masyarakat” mulai dari Pasal 28 s/dPasal 31 UUOJK. Sesuai Bab VI UUOJK, OJKberwenang melakukan tindakanpencegahan kerugian demi melindungikonsumen dan masyarakat yang meliputi:pemberian informasi dan edukasi,pelayanan pengaduan konsumen, danpembelaan hukum.Ketentuan Pasal 28 UUOJKmenegaskan bahwa tindakan pencegahandalam rangka perlindungan konsumen danmasyarakat merupakan wewenang OJK.Dalam  melakukan tindakan pencegahan,OJK berwenang memberikan informasi danedukasi kepada masyarakat ataskarakteristik sektor jasa keuangan,layanan, dan produk yang diperdagangkan.Informasi tersebut menurut penjelasanPasal 28 UUOJK tidak dijelaskan dalambentuk apa. Berdasarkan pengaturan iniinformasi tersebut menyangkutkarakteristik sektor jasa keuangan,layanannya, maupun produknya.Dalam penyediaan informasi terkaitdengan konsumen, OJK menyediakanpedoman Alur Kerja Penyampain InformasiSistem Pelayanan Konsumen KeuanganTerintegrasi yang dapat dilihat padaLampiran I Peraturan Dewan KomisionerOtoritas Jasa Keuangan Nomor:1/PDK.07/2013 Tentang Sistem danMekanisme Pelayanan KonsumenTerintegrasi Sektor Jasa Keuangan.OJK membentuk Edukasi danPerlindungan Konsumen (EPK) dalamrangka melindungi kepentingan konsumendan masyarakat terhadap pelanggaran dan

kejahatan di sektor keuangan sepertimanipulasi dan berbagai bentukpenggelapan dalam kegiatan jasa keuangan,sesuai Pasal 4 UUOJK.Bidang EPK OJK bertugasmeningkatkan pemahaman masyarakat dankonsumen mengenai LJK serta produk danjasa yang ditawarkan di industri keuangan,sehingga dengan demikian tingkatpengetahuan mengenai industri keuanganakan meningkat dan pada akhirnya akanmeningkatkan tingkat utilitas dankepercayaan masyarakat serta konsumenterhadap lembaga dan produk jasakeuangan di Indonesia.EPK OJK menyelenggarakan edukasidan sosialisasi. Kegiatan inidiselenggarakan di berbagai kota sertamengundang berbagai lapisan masyarakat,seperti ibu rumah tangga, pengusaha kecil,pedagang, dan para akademisi (mahasiswadan dosen). Aktivitas sosialisasinyameliputi: produk keuangan; pengelolaankeuangan; lembaga jasa keuangan; daninvestasi ilegal.(http://www.ojk.go.id/konsumen, diaksestanggal 22 November 2013. Situs ResmiOJK, judul: “Edukasi”).Contoh sosialisasi edukasi yangdilakukan OJK adalah mengupaskeuntungan dan risiko dari investasi,mengungkap modus operandi penipuanberkedok investasi, membeberkan bentukumum produk diduga ilegal yang seringditawarkan, mengupas karakteristik umumproduk diduga ilegal, dan mengungkapberagam metode penjualan produk didugailegal. (http://www.ojk.go.id/konsumen,diakses tanggal 22 November 2013. SitusResmi OJK, judul: “Edukasi”).Saat ini situs resmi OJK telah memuatistilah-istilah keuangan yang disebutdengan “OJK-Pedia”.(http://www.ojk.go.id/pedia, diakses
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tanggal 21 November 2013. Situs ResmiOJK dengan judul “OJK-Pedia”). Setiaporang dapat mengakses sehingga mampumemahami istilah-istilah keuangan. Tetapibagi masyarakat awam tentu saja menjadidilema, oleh sebabnya sosialisasi fungsiperlindungan OJK ke berbagai daerah jugaharus dilakukan.Sebagai penyeimbang dari kurangmenyeluruhnya informasi tentang istilah-istilah keuangan, maka melalui edukasikepada masyarakat secara langsung jugadirasa cukup mendukung misalnya petugasOJK dapat melakukan tim safari sosialisasiedukasi langsung ke tempat-tempattertentu baik kota maupun desa.Penting dilakukan sosialisasi secaralangsung kepada masyarakat tradisionalkarena konsumen OJK bukan hanya orangakademis tetapi semua lapisan masyarakat.Misalnya untuk konsumen koperasi,lembaga pembiayaan (leasing), bahkanlembaga perasuransian tertentumenawarkan produknya ke pelosok-pelosok desa yang pada umumnyakonsumen yang berada di desa-desa adalahkonsumen LJK seperti konsumen koperasi,
leasing, dan asuransi.
KESIMPULANPrinsip-prinsip perlindunganterhadap nasabah deposan antara lainprinsip kehati-hatian, prinsip tanggungjawab produk, prinsip tanggung jawabprofesional, prinsip ganti rugi, prinsipketerbukaan, dan prinsip penyelesaiansengketa. Prinsip kehati-hatian diperlukankarena posisi bank sebagai lembagaperantara. Prinsip tanggung jawab produkdiperlukan karena instrumen bankmenawarkan berbagai macam jasa danproduk. Prinsip tanggung jawabprofesional diperlukan karena tanggungjawab bank adalah tanggung jawab hukum

dalam kapasitasnya sebagai badan hukumyang memberikan jasa profesional kepadanasabah deposan. Prinsip ganti rugidiperlukan karena kecenderungan risikopenggunaan jasa-jasa bank berpotensimenimbulkan kerugian bagi nasabahdeposan. Prinsip keterbukaan diperlukandalam rangka pemberian informasi yangjelas, akurat, dan tepat waktu kepadanasabah deposan. Prinsip penyelesaiansengketa diperlukan untuk menyelesaikansengketa antara bank dan nasabahdeposan.Pentingnya nasabah deposandilindungi secara khusus oleh OJKsehubungan dengan fungsi bank sebagailembaga perantara, menghimpun danmenyalurkan dana dari dan kepadamasyarakat. Tanpa perlindungan terhadapnasabah deposan dapat mengakibatkanterjadinya pasar perbankan yang tidakefisien, para nasabah deposan akanmelakukan rush atau terjadinya bank runsdan panics. Sehingga pentingnya nasabahdeposan dilindungi bertujuan agar kegiatandi dalam sektor perbankan terselenggarasecara teratur, adil, transparan, danakuntabel; mampu mewujudkan sistemperbankan yang tumbuh secaraberkelanjutan dan stabil; serta mampumelindungi kepentingan nasabah bankpada umumnya dan nasabah deposan padakhususnya.Fungsi perlindungan konsumen yangdilakukan oleh OJK terhadap nasabahdeposan dilakukan melalui penerapanSistem Pelayanan Konsumen TerintegrasiSektor Jasa Keuangan (Financial Customer
Care System) dan dengan MekanismePelayanan Konsumen Terintegrasi SektorJasa Keuangan. Dalam sistem ini fungsiperlindungan terhadap nasabah deposan,dilakukan oleh OJK tindakan pencegahanberupa pemberian informasi dan edukasi,



Alvin Hamzah Nasution, Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan

20

serta melakukan tindakan penangananberupa pemberian pelayanan pengaduankonsumen dan pembelaan hukum.
DAFTAR PUSTAKAAis, C, Hukum Perbankan Nasional IndonesiaDitinjau Dari Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 Tentang PerbankanSebagaimana Telah Diubah DenganUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun2004 Tentang Bank Indonesia, EdisiRevisi, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2009.Badrulzaman, M.D, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan dengan Penjelasan,Bandung: Alumni, 1993.Dunne, J.M.V dan Gregor v.d.B, PerbuatanMelawan Hukum, Jakarta: DKIH Belanda-Indonesia, 1988.Fuady, M, Doktrin-Doktrin Modern DalamCorporate Law dan Eksistensinya DalamHukum Indonesia, Bandung: Citra AdityaBakti, 2010.Hadjon, P.M., dkk., Hukum Administrasi danTindak Pidana Korupsi, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011.Harianto, D, Perlindungan Hukum BagiKonsumen Terhadap Iklan yangMenyesatkan, Bogor: Ghalia Indonesia,2010.Herlien, B, Asas Keseimbangan Bagi HukumPerjanjian Di Indonesia, Bandung: CitraAdtya Bakti, 2006.Hermansyah (I), Hukum Perbankan NasionalIndonesia Ditinjau Dari Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan Sebagaimana Telah DiubahDengan Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor23 Tahun 1999 Jo. Undang-UndangNomor 3 Tahun 2004 Tentang BankIndonesia, Edisi Revisi, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2009.______(II), Hukum Perbankan Nasional IndonesiaDitinjau Dari Undang-Undang Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan
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